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BTJPATI PTJRBALINGGA

PERATUMN BUPATI PURBALINGGA

NoMoR 2& TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KELAS.KELAS PASAR TRADISIONAL
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN FIAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

bahwa bedasadGn keienluan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) PeratuEn
Dae.ah Nomor 12Iahun 20'11 lentang Pengelolaan Pasar Tradisional
Kabupaten Pubalingga di*butkan bshwa kelas pasai tEdisional
dib€qi menjadi 3 (tisa) kelompok yailu Pasar Xelas l. Pasar Kelas ll,

b€hwa dalam .angka uniuk meningkatkan pelayanan kePada paE
pedasanq dan pengunjung di Pasar TBdisional Kabupaten dan untuk
meningkalkan pendapalan aslidaerah, perlu diaiur lenlang penenluan
kelas pasarlradisional Kabupalen Pulbalinggai

bahwa berdasarlan penimbangan sebagaimana d,maksud pada huruf
a dan hun b, maka peiu me.eiapkan PeratuEn Bupaii tentang
Penelapan Kelas-Kelas PasarrEdisional Kabupaten Pull)alinggai

Undang-Undang Nomor 13 Tahun '1950 tentans PembentulGn
OaeEh-Daeiah ,(abupalen Oalam Lingkungan P@pinsi ojawa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(LembaEn Nesa€ Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lombaran N6gam Republik lndonesia Nomor .1437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah tsrakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 T.hun 2008 tenlang Perubahan Kedua Alas
Undang-Undang Nomor 32Tahun 20M tenlang Pemerintahan DaeEh
(LembaEn NegaE Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan
Keuangan AnlaE Pemerintah Pusat Dan Pemerinlahan Oaerah
(Lembaran Nogara Republik lndon€sia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomo.:1438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 l€nlang Pajak Daerah dan
Retr,busi Daerah ( tembaran Negare Republik ,ndonosia Tahun 2009
Nomo. 130, Tanbahan LembaEn Negara Republik lndonesia Nomor
sMs)i
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
PeEturan Perundang-Undangan (Lembaran N€gara Republik
lndoness lahun 2011 Nomor 82, Tambahan lmbaran NeOaia/
Repubik lndonBia Nomor5234): t



6. Poratula. Pemeintah Nomor 32 Tahun 1950 lenlang Penelapan
Mulai Bedakunya undanq-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Gnians
Pembenlukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

7. PeElu6n Pemeri.iah Nomor 58 Tahun 2005 i€ntang Pengelolaan
Keuangan DaeEh (Lemba.an N€ah Republik lndonesia Tahun 200s
Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaE Republik lndonesia Nomor
4578)l

8. PeEtu6n Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Psmbagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerinlah, Pemerintahan Daerah
Povinsi Dan Pemedntahan Oae6h Kabupalen/Kota (Lembantn
NeqaE Republik lndoresia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indon*ia Nomor4737)i

L Pe6tuEn Pemerinfah Nomor 39 Tahun 2007 te.tang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan tmbaran Negara Republik lndoresia

1o.PeEtuEn Pemenntah Nomor 69 Tahun 2010 lenlang Tata caE
Pnberian Dan Pemantaatan Insentit Pemungul Paiak Daerah Dan
Reiribusi Daerah {LembaEn Negara Republik lndonesia lahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Nesa€ Republik lndonesia Nomor
5161)i

11.PeratuEn DaeEh Kabupaten Pubalingga Nomor 11 Tahun 2008
lentang Penetapan Urusan Pehen ahan Daerah Kabupaten
Pudalingga (Lembaan Nesara Republik lndonesia Tahun 2008
Nomor 11)i

l2.Peratuhn D@€h KabupaGn Pubalingga Nomor 13 Tahun 2010
tenlang Organisasi Dan Iatakeia Dinas D*rah Kabupalen
Purbalingga (LmbaEn DaeEh Kablpalen Pu6alingga Tahun 2010

l3.Peraiulan DaeEh &bupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011
le.tans Angqaran Pendapatan Dan B€lania Daerah Kabupaien
Purbalingga Tahun Anggatan 2012 (Lembaran Oaerah Kabupaten
Purbalinqsa Tahln 2011 NomoroT)l

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENEIAPAN KELAS.KELAS
PASAR TRADISIONAL KABUPATEN PURMLINGGA

Pasat l
(1) Pdnsip dan sssaEn dalam penetapan struktur k

ditetapkan berdasarkan atas biaya penyelenggaraan
fssilitas pa8ar, sumber Daya Manusia, jLrmlah ped

A



t2)

(3)

B6a.nya biaya penyelengga.aan fasililas pasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi peimbangan biaya beranja modal, biaya operasionaldan
pemelihalaan, eda biaya pengawasn dan psngondalian.

Sumber Daya Manusia sebasaimana dimaksud Pada ayat (1) berdasa.kan
jumlah personil terdid dari K€pala, Bendahara, Petugas Pemungut, Petusas
KebeBihan dan Petugas Keamanan.

Pasal2

Kelas oaser sobaqaimana dimaksud pada Pa5al 2 ditetspkan sebagai berikul :

NO LOKASI

c. Pasar Hewan Purbalinqoa
2

f. Pasff Ariobinanoun

k. Pasr Ka€nqnanoka
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Pas.l 3

PeEturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan.

Agar seliap omng mengekhuinya, mmerintahkan pengundanqan pe6iuEn Bupatiini
dengan penempalanny€ dalam Bedla Dae.ah Kabupato. Purbatinqqa.

Diundangkan di Purbatinoga
p.datanooal 3 ,Iei 2c::

PurbalinggaOiielapkan di

PIJRMLINGGA TAHUN 2012 NOMOR


